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KATA PENGANTAR 
 

 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan acuan 

perencanaan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berlaku lima tahun  dan 

merupakan penjabaran dari RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan wujud nyata dari pelaksanaan 

rencana pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

Diharapkan nantinya Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi dasar 

pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2026 guna meningkatkan kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Perangkat Daerah 

yang dibentuk di awal tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Pasuruan 

Nomer 65 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik. Tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan 

informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan.   

Terdapat beberapa program yang dilaksanakan Dinas  Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, diantaranya adalah Program Informasi dan 

Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral percepatan pencapaian target indikator  RPJMD Kota Pasuruan. 

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini diharapkan dapat 

benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi 

kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan kegiatan 

Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik. 

ERHKDAN INFORMA                                                                  

Pasuruan,           September 2021 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 

2016-2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kota 

Pasuruan Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Kota Pasurauan menyusun Renstra Tahun 2021-

2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang 

akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

kedepan.  

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  telah mendorong perluasan 

jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu  lintas  

informasi  menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan 

waktu. Proses komunikasi dan penyebaran informasi merupakan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan masyarakat harus mengikuti kemajuan tersebut yang secara mendasar telah 

mengubah dan mentransformasikan pola hidup dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di 

bidang pemerintahan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 

Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan 

bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang membidangi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan e-Government, Statistik 

dan Persandian yang dituntut mampu memberikan pelayanan kepada  masyarakat secara 

transparan dan akuntabel di bidang  Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sehingga tercapai 

pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi. Dalam hal ini diharapkan 

masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya 

 
BAB I berisi 

: 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 

RENSTRA 2021-2026  2 

 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagi jajaran pemerintah akan terwujudnya 

implementasi e–government secara utuh yang menjadi tujuan yang diharapkan.  

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media  informasi  perlu lebih diberdayakan 

dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Di 

samping itu dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk 

dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai public relation di daerahnya. 

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Diskominfotik tahun 2021-2026 adalah dokumen 

perencanaan komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik. 

 

1.1. LANDASAN HUKUM 

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);   

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4725);  

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);      

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali 

dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 
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18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Nomor 3 Seri D); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014–2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) 
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29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang                              Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031; 

30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026; 

32. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan  disusun dengan maksud  untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut : 

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan adalah : 

1. Memberikan gambaran secara detail tentang pelayanan, sumber daya, dan kinerja 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang di dukung dengan 

kinerja Perangkat Daerah; 

2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis tentang Komunikasi, Informatika dan 

Statistik di Kota Pasuruan dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan tahun 

2022 sampai dengan tahun 2026; 

3. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika, 

bidang Statistik, bidang pelayanan publik dan bidang persandian, disertai dengan 

gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pagu Indikatifnya yang diperlukan oleh OPD terkait. 

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan Tahun 2026 

adalah untuk :  

a. Mendorong terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan;  

b.  Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap 

bidang dalam lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Visi dan 

Misi Dinas;  

c.  Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi  program /kegiatan antar bidang dan 

antar seksi dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan 

efektivitas pendayagunaan sumber daya  pembangunan. 
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d.    Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja  penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan 2026. 

  

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo dan Statistik) Kota 

PasuruanTahun 2021–2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  :  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

2.2  Sumberdaya Perangkat Daerah 

2.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

BAB III : PERMASALAHAN  DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil 

 Kepala Daerah Terpilih 

3.3  Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  

Strategis 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis. 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI : RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Berisikan Rancana Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan 

yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra 2026. 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan yang 

mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota 

PasuruanTahun 2021-2026. 
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BAB VIII : PENUTUP     

Memuat kata – kata penutup dan kaidah – kaidah di dalam pelaksanaan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

PasuruanTahun 2021-2026. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informasi publik, teknologi informatika serta bidang 

statistik, persandian dan pengamanan informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota 

Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016, maka fungsi  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan adalah: 

 

a. Penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian;  

b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan 

persandian;  

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan 

persandian;  

d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan 

informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;  

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan 

persandian; dan  

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. 

 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis dinas; 

2. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan 

bidang persandian dalam rangka mencapai target kinerja dinas; 

3. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Statistik; 

4. Mengendalikan dan mengarahkan menggunakan sumber daya manajemen pada dinasnya; 

5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi, dan 

lembaga lainnya serta unsur masyarakat; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan 

pembagian tugas dalam pelaksanaan pekerjaan yang sekaligus harus ditunjang dengan pelimpahan 

wewenang. Sehubungan dengan pembagian tugas, maka pembidangan dalam Dinas Komunikasi, 

Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :   

 

1. Sekretariat 

Mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : 

 

 

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dipimpin oleh Sekretaris Dinas 

Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang membawahi Sub Bagian Penyusunan Program dan 

Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Adapun tugas yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Sekretaris mempunyai tugas: 

1. Membantu Kepala Dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan 

teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang; 

2. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target 

masing-masing bidang; 
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3. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; 

4. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana kerja subbagian; 

2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dinas; 

3. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan dinas; 

4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dinas; 

5. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan; 

6. Melaksanakan layanan perbendaharaan; 

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas; 

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kerja subbagian; 

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, 

dan kebersihan di lingkungan kerja; 

3. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana;  

4. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan 

bangunan;  

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, 

dan pendokumentasian;  

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, 

kearsipan, dan perpustakaan;  

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;  

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan  

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  
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2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

mempunyai fungsi : 

 

 

 

 Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Seksi Pengelolaan Informasi Publik, 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dan Seksi Layanan Informasi dan Hubungan Media. 

Adapun tugas masing-masing yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas : 

1. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik;  

2. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pengelolaan informasi dan komunikasi publik;  

3. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 
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4. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan 

sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik; dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kerja seksi;  

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi publik; 

3. Menyiapkan bahan dan melakukan analisis opini publik dan kebutuhan informasi 

publik; 

4. Menyiapkan bahan informasi opini publik; 

5. Menyiapkan bahan dan melakukan analisis informasi yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; 

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.   

c. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kerja seksi; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan komunikasi publik; 

3. Mengidentifikasi saluran komunikasi publik yang akan digunakan sebagai media 

komunikasi publik; 

4. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis di bidang komunikasi publik; 

5. Menyediakan informasi publik melalui layanan informasi publik daerah; 

6. Menyiapkan bahan dan melakukan analisis informasi milik pemerintah yang akan 

dipublikasikan kepada publik; 

7. Membangun jejaring komunikasi publik dengan pihak terkait; 

8. Melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

d. Seksi Layanan Informasi dan Hubungan Media mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kerja seksi; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan informasi dan hubungan media; 

3. Menyediakan layanan informasi publik melalui media; 

4. Melakukan komunikasi dengan media; 

5. Melaksanakan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan 
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6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3. Bidang Layanan e-Government 

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis di bidang layanan e-government. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang 

Layanan e-Government mempunyai fungsi : 

 

 

 Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Seksi Infrastruktur Jaringan, Seksi 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Seksi Layanan e-Government dan Persandian. 

Adapun tugas masing-masing yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas: 

1. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang layanan e-

government; 

2. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan e-

government;  

3. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan bidang layanan e-government;  
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4. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan 

sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang layanan e-

government; dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

b. Seksi Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana kerja seksi;  

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan infrastruktur jaringan; 

3. Menyusun analisa pengembangan teknologi informasi;  

4. Menyusun kebutuhan dan konfigurasi  perangkat serta pemeliharaan perangkat 

jaringan komunikasi dan perangkat pendukung lainnya; 

5. Mengembangkan jaringan e-government;  

6. Melaksanakan pemeliharaan serta dukungan keamanan data center dan server 

jaringan;  

7. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis di bidang teknologi informasi; 

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

c. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana kerja seksi; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi; 

3. Mengkoordinasikan kebutuhan aplikasi; 

4. Mengembangkan dan mengelola aplikasi secara efektif; 

5. Mengembangkan situs portal/website; 

6. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis di bidang aplikasi; 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

d. Seksi Layanan e-Government dan Persandian mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana kerja seksi; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan informasi; 

3. Menyiapkan bahan dan melakukan integrasi dengan penyedia layanan elektronik 

lembaga non pemerintah; 

4. Menyiapkan bahan dan pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat; 

5. Menyediakan layanan e-government; 

6. Menyiapkan bahan dan mengelola sistem pengaduan secara online; 
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7. Menganalisis informasi dan dokumen publik yang memerlukan persandian; 

8. Melakukan pengamanan persandian terhadap informasi dan dokumen publik sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4. Bidang Statistik 

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik mempunyai fungsi : 

 

 

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Seksi Pengelolaan Data Statistik 

Sektor I dan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor II. Adapun tugas masing-masing dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas: 

1. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang statistik; 

2. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik;  

3. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan bidang statistik;  

4. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan 

sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang statistik; dan  

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  
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b. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor I mempunyai tugas: 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan data statistik bidang pendidikan, 

kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, kesatuan bangsa dan politik, 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana, sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, kepegawaian, perpustakaan, kearsipan, lingkungan hidup, 

kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, kecamatan dan kelurahan;  

2. Mengumpulkan data dan analisis data bidang pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

perhubungan, kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub 

urusan bencana, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepegawaian, 

perpustakaan, kearsipan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, 

sekretariat daerah, kecamatan dan kelurahan;  

3. Menyiapkan bahan, melaksanakan pengamanan dan penatausahaan data statistik;  

4. Menyiapkan bahan kerja sama pemanfaatan data statistik sektor I;  

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan  

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

c. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor II mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana kerja seksi; 

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan data statistik bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan, penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kesehatan, pertanian, 

ketahanan pangan, perikanan, komunikasi dan informatika, statistik, sosial, tenaga 

kerja, koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kepemudaan 

dan olah raga, pekerjaan umum dan penataan ruang; 

3. Mengumpulkan data dan analisis data bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman, kesehatan, pertanian, pangan, perikanan, 

komunikasi dan informatika, statistik, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro, 

perindustrian, perdagangan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pekerjaan umum 

dan penataan ruang; 

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan dan penatausahaan data statistik; 

5. Menyiapkan bahan kerja sama pemanfaatan data statistik sektor II; 
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6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah 

Daerah sesuai dengan keahlian dan  kebutuhan; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; 

d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

Struktur Organisasi perlu disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang 

menggambarkan antara pimpinan dan stafnya, sekaligus kepada siapa tanggung jawab 

harus diberikan. Struktur organisasi menjelaskan dari mana tugas/perintah diterima, kepada 

siapa tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas itu diberikan. Hal ini bertujuan untuk 

menghindarkan kemungkinan terjadinya over lapping dalam pelaksanaan tugas.  

Dibawah ini adalah bagan yang menunjukkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada gambar 2.1. 

GAMBAR 2.1 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 
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2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menempatkan pegawai pada 

posisi-posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Prasyarat awal agar proses staffing dapat 

berjalan lancar adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah memadai. Kriteria 

memadai dimaksud mencakup ketersediaan SDM  baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.   

 Prinsip dasar dalam proses staffing adalah “the right man on the right place”, atau 

penempatan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Prinsip dimaksud hanya 

akan terlaksana apabila organisasi memiliki ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) dengan 

kompetensi yang memadai sesuai kualifikasi pekerjaan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

merupakan SKPD yang baru terbentuk di tahun 2017 saat ini jumlah SDM yang ada terdiri atas: 28 

PNS dan 3 Tenaga Kontrak, yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik di Kota Pasuruan. Berikut ini tabel 

yang menyajikan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. 

 

TABEL 2.1 

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KOTA PASURUAN TAHUN 2021 

 

No Jenis Kelamin 
Pegawai 
Negeri 
Sipil 

Calon 
Pegawai 

Negeri Sipil 

Tenaga 
Kontrak Jumlah 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

20 

7 

1 

0 

2 

1 

23 

8 

 Jumlah 27 1 3 31 

 

Kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai merupakan pijakan awal untuk membentuk penempatan kerja 

berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki pegawai. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut: S2 sebanyak 4 orang, 

S1 sejumlah 13 orang, Diploma sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 8 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD 

sebanyak 1 orang. Tabel 2.2. menyajikan komposisi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kota Pasuruan menurut tingkat pendidikan. 
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TABEL 2.2 
KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN 
TAHUN 2021 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Pegawai 
Negeri 
Sipil 

Calon Pegawai 
Negeri Sipil 

Tenaga 
Kontrak Jumlah 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

S-2 
 
S-1 
 
Diploma 
 
S L T A 
 
S L T P 
 
S D 

5 
 

13 
 

3 
 

6 
 

1 
 

- 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 

2 
 
- 
 

1 

5 
 

13 
 

4 
 

8 
 

1 
 

1 

 Jumlah 28 1 3 32 

 

Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan 

tugas-tugas perkantoran. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan aset yang memiliki sifat 

tidak habis dalam satu kali pakai. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini maka 

diharapkan Diskominfotik mempunyai peranan penting dalam pemenuhan pengelolaan informasi di 

tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan 

masyarakat sehingga informasi yang diperoleh selalu up to date yang terkait dengan pemerintah 

daerah. Tabel 2.3 menyajikan daftar sarana dan prasarana yang tercatat sebagai inventaris kantor. 

 

TABEL 2.3 
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA 

DISKOMINFOTIK KOTA PASURUAN TAHUN 2021 

No Sarana dan Prasarana 
Tahun Pembangunan, 

Pembuatan dan 
Pembelian 

Jumlah 

1 Sepeda Motor Kawasaki 2002 1 

2 Komputer PC 2004 1 

3 AC Split 2008 1 

4 Del van/isuzu 2009 1 

5 Sepeda Motor Honda 2009 1 

6 Lemari besi 2009 1 

7 Filling besi VIP 2009 3 

8 AC Unit 2009 1 

9 PC Unit/Komputer PC Samsung 2009 1 

10 laptop Compaq 2009 1 
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No Sarana dan Prasarana 
Tahun Pembangunan, 

Pembuatan dan 
Pembelian 

Jumlah 

11 Printer EpsonT20E 2009 1 

12 Sepeda Motor Honda 2010 1 

13 Lemari besi VIP 2010 1 

14 Meja Tulis  2010 3 

15 kursi putar 2010 3 

16 AC Split 2010 1 

17 PC Unit/Komputer PC  2010 1 

18 Printer  2010 1 

19 Papan pengumuman 2011 1 

20 server 2011 1 

21 mesin calculator 2012 5 

22 lemari besi 2012 1 

23 Papan pengumuman 2012 1 

24 tower wifi 2012 1 

25 mikrotik / RB 450 2012 3 

26 mikrotik / RB 1200 2012 1 

27 TP link / modem / acces point 5 port 2012 2 

28 kursi lipat 2012 5 

29 PC unit/ komputer PC Dell/Optiplex 2012 5 

30 PC unit/ komputer 2012 1 

31 Laptop Dell 2012 1 

32 printer HP 2012 1 

33 Printer Epson L200 2012 3 

34 Server IBM 2012 1 

35 Server HP/proliant DL 2012 2 

36 Server HP/V142 2012 1 

37 Routerboot / RB 2012 2 

38 STP / AMP 2012 3 

39 Groove 2012 1 

40 Arakawa / HP 2012 2 

41 HP Prolink / DL Prolink  2012 2 

42 Peralatan jaringan lainnya 2012 2 

43 Kabel STP cat 5e 2012 3 

44 ITG Linksys fxo 2012 1 

45 RB-SXT / HnD 2012 1 

46 OMN5HND  2012 1 

47 ACCU 60 AH 2012 2 

48 Grove LV4 2012 5 

49 RB-SXT / HnD 2012 9 

50 Antene Grid 5 GHz 27 dBi 2012 6 

51 Switch Hub Tplink / TL-SG 2012 2 

52 Switch Hub 24 port 2012 1 
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No Sarana dan Prasarana 
Tahun Pembangunan, 

Pembuatan dan 
Pembelian 

Jumlah 

53 meja kerja pejabat 2012 1 

54 Equalizer 2012 1 

55 Microphone/wireless mic 2012 1 

56 stand microphone 2012 1 

57 unit transceiver SSB transportable 2012 1 

58 unit pemancar VHF/FM  2012 1 

59 alat pemancar VHF/FM 2012 1 

60 peralatan antena VHF/FM 2012 1 

61 Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah 2013 1 

62 perkakas bengkel servo/NAF 2013 2 

63 perkakas bengkel fexhindo/dry powder 2013 2 

64 GPS Garmin 2013 1 

65 alat ukur Sout T220971 2013 1 

66 lemari kayu 2013 1 

67 papan visual 2013 2 

68 simbada/speaker aktif 2013 1 

69 gold tool/crimping tool 2013 1 

70 taster land 2013 1 

71 genset maxtron 2013 1 

72 kursi putar 2013 2 

73 meja komputer 2013 2 

74 laptop HP 2013 1 

75 net book Dell/vostro 2013 1 

76 PC Lenovo 2013 6 

77 printer epson T13 2013 1 

78 printer epson inject 2013 1 

79 printer HP laserjet 2013 1 

80 printer epson LX-300 2013 1 

81 Toolset 2013 1 

82 UPS 2013 6 

83 Harddisk internal seagate 2013 1 

84 Harddisk eksternal WD 2013 1 

85 Memory DDR3 2013 2 

86 NIRAX/ 42U DEPTH 1100 MM 2013 1 

87 kursi pejabat 2013 6 

88 camera + attachment Nikon D3100 2013 1 

89 Handycam 2013 1 

90 Tripod camera 2013 1 

91 Avtech C133zdp/f36 2013 1 

92 alat komunikasi radio SSB 2013 2 

93 Dummy load portable 2013 1 

94 lemari kayu 2014 1 
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No Sarana dan Prasarana 
Tahun Pembangunan, 

Pembuatan dan 
Pembelian 

Jumlah 

95 papan visual 2014 2 

96 Papan pengumuman 2014 7 

97 mesin absensi 2014 3 

98 meja kayu 2014 1 

99 kursi tamu 2014 2 

100 kursi lipat 2014 2 

101 meja komputer 2014 2 

102 kursi kerja 2014 4 

103 jam mekanis 2014 3 

104 AC Unit Sharp 2014 3 

105 Exhouse fan 2014 5 

106 Televisi 2014 1 

107 galaxi star / tangga portable 2014 1 

108 mainframe 2014 1 

109 Komputer PC 2014 3 

110 Laptop HP 2014 2 

111 Printer samsung monolaser 2014 1 

112 scanner plustex 2014 1 

113 peralatan PC OMN5HND 2014 3 

114 UPS ICCA 2014 3 

115 Harddisk eksternal Toshiba 2014 1 

116 Meja Kerja 2014 2 

117 Kursi kerja pejabat 2014 4 

118 kursi hadap depan 2014 2 

119 proyektor + attachment BENQ 2014 1 

120 Audio amplifier 2014 1 

121 Antena VHF/FM Stationary 2014 1 

122 Sepeda Motor Honda 2015 1 

123 Laptop Dell  2015 2 

124 printer epson ink jet 2015 1 

125 UPS Icca 1200 Va 2015 1 

126 UPS Prolink 1200 Va 2015 1 

127 Intercom unit 2015 5 

128 alat komunikasi tube triode 4,15 in 2015 1 

129 alat komunikasi tube triode 3,38 in 2015 1 

130 Mini bus Toyota Avanza 2016 1 

131 Sepeda Motor Honda 2016 3 

132 papan nama instansi 2016 3 

133 papan nama ruangan 2016 5 

134 PC HP 2016 1 

135 Routerboot microtik 2016 5 

136 Hub RJ 45 2016 1 
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No Sarana dan Prasarana 
Tahun Pembangunan, 

Pembuatan dan 
Pembelian 

Jumlah 

137 Hub barel RJ 45 2016 1 

138 radio acces point 2016 2 

139 switch hub 2016 2 

140 alat pemancar MF/MW 2016 2 

141 alat pemancar HF/SW 2016 1 

142 alat pemancar VHF/FM 2016 1 

143 satelite lite 2016 2 

144 Dummy load portable 2016 3 

145 Pick up Toyota Hilux 2017 1 

146 Sepeda Motor Honda 2017 2 

147 papan visual 2017 1 

148 AC Unit Changhong 1pk 2017 1 

149 AC Unit Changhong 2pk 2017 1 

150 AC Unit Samsung 1pk 2017 5 

151 AC Unit Sharp 2pk 2017 1 

152 mainframe HP 2017 1 

153 PC Lenovo 2017 10 

154 PC HP 2017 2 

155 Laptop Asus 2017 4 

156 Laptop Acer 2017 2 

157 CPU Power Supply 2017 1 

158 Monitor Samsung 2017 2 

159 Printer Epson LX-310 2017 1 

160 Printer Brother monolaser 2017 4 

161 UPS APC 2017 10 

162 UPS SMC2000I 2017 1 

163 Harddisk Eksternal Seagate 2017 4 

164 camera + attachment Cannon 2017 1 

165 Tripod camera 2017 1 

166 camera film EOS / 800D 2017 1 

167 Lensa kamera canon 10-200MM 2017 1 

168 Handy talky MOTOROLA XIR P6620i 2017 5 

169 Handy talky MOTOROLA SLR 5300 2017 1 

170 Handy talky Jacom 2017 3 

171 facsimile panasonic 2017 1 

172 transceiver stationary tube cx 1500 2017 1 

173 Filling besi brother 2018 2 

174 Brand kas 2018 1 

175 Papan pengumuman 2018 1 

176 lemari kayu 2018 1 

177 kursi lipat 2018 10 

178 mainframe fortinate 2018 4 
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No Sarana dan Prasarana 
Tahun Pembangunan, 

Pembuatan dan 
Pembelian 

Jumlah 

179 Komputer PC Lenovo 2018 3 

180 Laptop lenovo 2018 3 

181 laptop asus 2018 1 

182 laptop acer 2018 1 

183 printer epson L120 2018 6 

184 Printer Brother monolaser 2018 1 

185 printer epson dot matrik 2018 1 

186 printer epson all in tank 2018 2 

187 UPS 2018 2 

188 Harddisk internal HP 2018 1 

189 Harddisk Eksternal Seagate 2018 1 

190 speaker aktif komputer 2018 1 

191 router mikrotik 2018 1 

192 lemari arsip brother 2018 2 

193 camera + attachment Cannon 2018 1 

194 camera elektronik 2018 1 

195 lensa kamera fix ef 50 2018 1 

196 loudspeaker 2018 1 

197 cctv DVR/Hikvision 2018 1 

 

TABEL 2.4 
DAFTAR PRASARANA GEDUNG 

DISKOMINFOTIK KOTA PASURUAN TAHUN 2021 
 
 

No Prasarana Keterangan 

1. Kantor Diskominfotik  Jl. Pahlawan 28B Pasuruan 

2. Radio Ramapati Jl. Pahlawan 20 Pasuruan 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

sebagai berikut : 

a. Telecenter 

Telecenter merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka 

memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk  

memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses  informasi secara cepat dan 

tanpa dipungut biaya. Telecenter merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Selain itu telecenter dapat mendukung 
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kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan  teknologi untuk memudahkan 

survei pasar, pemasaran dan transaksi. Dengan telecenter, masyarakat dapat melakukan 

banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan 

mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK,  

misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet.  Selain itu telecenter dapat 

mendukung kegiatan ekonomi  masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk 

memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi. Telecenter juga berfungsi sebagai 

wadah atau tempat untuk mengembangkan kemampuan KIM khususnya terkait dengan 

pembuatan blog sebagai syarat untuk mengikuti kompetisi Gebyar KIM tingkat Provinsi 

maupun nasional.  

b. Ramapati 

Ramapati melaksanakan tugas di bidang penyiaran yang merupakan sarana hiburan dan 

informasi untuk masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan rutin tersebut, juga memberikan 

layanan langsung kepada masyarakat berupa penerbitan Surat Keterangan Kehilangan, 

dialog interaktif dengan instansi, baik pemerintah maupun swasta, pengenalan stasiun radio 

untuk anak TK yang didampingi, baik guru maupun wali murid, sebagai tempat jumpa fans, 

antara penyiar dengan masyarakat sebagai pendengar radio dan memberikan pelatihan 

kepada siswa-siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan yang melakukan Praktek Kerja 

Industri (PRAKERIN) di Radio Ramapati.  

c. PPID ( Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ) 

PPID atau PPID utama adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik. PPID Pembantu 

adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Tugas PPID adalah merencanakan, 

melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi. Fungsi PPID adalah penghimpunan, penataan dan penyimpanan 

informasi  publik dari seluruh unit kerja di badan publik. 

d. Penerapan Tata Kelola TIK 

Dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov merupakan kegiatan yang  diadakan dalam rangka 

untuk melihat peta kondisi  pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh 

lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya  adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan  TIK dilingkungan 

pemerintah; 
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2. Memberikan dorongan bagi peningkatan  pemanfaatan TIK  di lingkungan 

pemerintah melalui evaluasi yang utuh,  seimbang, dan obyektif; 

3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kota 

Pasuruan  pada  khususnya  dan  secara  nasional  pada umumnya. 

e. Fasilitasi  Hosting 

Pelayanan teknis kepada SKPD Se-Kota Pasuruan dengan menempatkan server yang 

dilengkapi dengan alat pendukung yaitu data center dan aplikasinya  untuk  memperoleh  

fasilitas  akses internet dalam mendukung layanan informasi publik. 

f. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga  komunikasi  sosial yang berbasis 

kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan 

menyebarluaskan informasi  khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah 

sekitarnya. 

g. Forum Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) 

Kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi  program dan kebijakan 

pemerintah antar-Humas PD Se-Kota Pasuruan  dengan berbagai stakeholder 

pembangunan di wilayah Kota Pasuruan. 

h. Media  On-Line 

Fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan  pemerintah dengan masyarakat 

melalui situs www.pasuruankota.go.id, Facebook, Twitter dan Instagram  

i. Majalah Bangkit 

Salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam bentuk majalah. 

j. Pengaduan Masyarakat Secara On Line 

Fasilitas akses informasi berbasis TIK yang berhubungan  langsung dengan masyarakat 

dan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara online melalui E-

Sambat dan SP4N-Lapor yang terakses oleh kementrian PAN-RB. 

k. Papan Baca Bagi Masyarakat 

Salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam bentuk penerbitan Khalayak atau surat kabar harian sasarannya 

masyarakat Kota Pasuruan. 

http://www.pasuruankota.go.id/
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l. Dialog Audiensi dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan 

Bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan  Pemerintah Kota Pasuruan  yang  

disampaikan  dalam  bentuk  dialog  interaktif pimpinan daerah dengan masyarakat. 

m. Jumpa Pers 

Bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan  Pemerintah Kota Pasuruan  yang  

disampaikan  dalam  bentuk  dialog  interaktif antara pimpinan daerah dengan wartawan. 

n. Selayang Pandang 

Salah satu media penyebarluasan informasi bagi masyarakat dari Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam bentuk penerbitan buku selayang pandang Khalayak sasarannya PD 

Pemkot Pasuruan dan pelaku giat pariwisata di kota Pasuruan. 

o. Pemanfaatan Data Statistik Bagi Perencanaan Pembangunan 

Suatu kegiatan dengan memanfaatkan data statistik dasar untuk mengukur indikator kinerja 

perencanaan pembangunan dan mengumpulkan serta mengolah data sektoral untuk bahan 

pengendalian dalam informasi perencanaan pembangunan. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melakukan upaya 

untuk memfasiliitasi terwujudnya Good Governance melalui electronic government (e-

government), mengurangi kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan 

pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan fungsi di bidang statistik 

dan persandian. Target SPM, IKK, dan target indikator lainnya sebagai  berikut : 
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TABEL 2.5 
CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2016 – 2021 

KOTA PASURUAN 

No 
Indikator Kinerja sesuai 
Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5                         

1 Pertumbuhan keterbukaan 
informasi dan komunikasi 
publik 

- - - - 50 50 22 - 50 50 43,9 - 100 100 199,5 

2 Indeks maturitas 
implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

- - - - 2,6 2,6 2,5 - 1,88 3 2,82 - 72,31 115,4 112,8 

3 Pertumbuhan pengguna 
hasil penyusunan data 
statistik pembangunan 
sektoral 

- - - - 71 88,89 71 - 60 70 60 - 84,51 70,22 54,8 

 
TABEL 2.6 

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2017 – 2020 

KOTA PASURUAN 

 

Uraian 
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1                         

BELANJA DAERAH                         

Belanja Tidak Langsung 2.918.241.400 3.298.153.900 3.704.312.760 3.652.775.600 2.263.387.918 2.920.813.082 2.696.342.670 3.227.688.206 77,56 88,56 72,79 88,36 

Belanja Langsung 5.855.495.114 7.916.497.996 9.893.344.980 5.030.410.093 5.024.778.218 6.933.094.229 8.655.924.018 4.662.673.619 85,81 87,58 87,49 92,69 
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 Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka selain sektor 

pendukung terdapat juga aspek keuangan yang sangat berpengaruh pada tercapainya keberhasilan indikator 

kinerja mengingat operasional kegiatan dapat terlaksana apabila didukung pembiayaan yang memadai. 

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Secara substansi, hubungan Renstra Diskominfotik Kota Pasuruan dengan Renstra Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Jawa Timur berpedoman pada subtansi tujuan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Penataan kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan menuntut seluruh 

pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan sebuah keharusan 

karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan 

kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai 

akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan 

organisasi tetap berjalan. Peran, fungsi dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Pasuruan saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik yang ditunjang 

dengan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan yang harus ditingkatkan untuk menunjang 

kinerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan secara keseluruhan. 

 

Dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya, dan  Kinerja Pelayanan, tantangan 

dan peluang yang akan dihadapi dalam  pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik lima 

tahun kedepan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Tantangan dan Peluang Pelayanan Diskominfotik 

NO TANTANGAN PELUANG 

1 Belum optimalnya pengelolaan teknologi 

informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

Kemajuan teknologi informasi 

2 Belum optimalnya pelayanan masyarakat 

berbasis teknologi informasi 

Keinginan masyarakat memperoleh kemudahan dalam 

memanfaatkan dunia digital 

3 Belum optimalnya penyelenggaraan e-

government 

Tingginya harapan masyarakat terhadap transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan  
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NO TANTANGAN PELUANG 

4 Content digital yang kurang mendidik, sesat 

dan atau merusak moral dan tatanan sosial 

masyarakat 

Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan 

produktif 

5 Masih Rendahnya Ketersediaan Sumber Daya 

Manusia Yang Handal Dan Profesional 

Khususnya Yang Menguasai Bidang IT (Analis, 

Aplikasi, Database, Pemograman Dan 

Jaringan) 

Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan 

Negara 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi yang 

meliputi telekomunikasi, dunia penyiaran (broadcasting) dan 

internet. Saat ini teknologi informasi adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Sehingga dalam 5 tahun kedepan perlu diprioritaskan 

pembangunan dan pengembangan teknologi informasi agar 

masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam 

memanfaatkan dunia digital. 

 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS 

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

Dalam melaksanakan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik, terdapat beberapa permasalahan yang digambarkan pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3 .1 
PEMETAAN  PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS   

DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
No. Masalah pokok Masalah Akar masalah 

1. Belum terwujudnya sistem 

pemerintahan berbasis elektronik 

yang terintegrasi dengan pusat 

data dalam meningkatkan 

keterbukaan informasi publik 

Belum optimalnya layanan informasi 

berbasis IT 

Belum optimalnya Perangkat 

Daerah yang memenuhi standart 

layanan informasi berbasis IT 

Kurangnya ketersediaan data 

Statistik Sektoral 

Kurang optimalnya pengelolaan 

data pada perangkat daerah  

Belum optimalnya implementasi 

system pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE) 

Belum optimalnya integrasi data 

dikarenakan pembuatan aplikasi di 

PD yang bermacam-macam 

platform 

 

 

 

 

BAB III                            berisi : 

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan 
Fungsi  Pelayanan   Perangkat        Daerah  
 

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program  Kepala  Daerah 
dan  Wakil  Kepala Daerah terpilih 
 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra  
 

3.4. Telaahan Rencana Tata  Ruang Wilayah 
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
 

3.5. Penentuan isu-isu strategis .  
 

 

 

 

 

  

3.6.  
3.7.  dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 
3.8. S

u
m
b
er 
D
a
y
a 
P
er
a
n
g
k
at 
D
a
er
a
h 

3.9. Ki

n

er
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3.2. TELAAHAN TERHADAP VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH TERPILIH 

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan sebagai visi Pemerintah Kota Pasuruan 2021-2026 

sebagai berikut : 

 

 

Guna Mencapai visi tersebut, ada 4 (empat) Misi RPJMD Kota Pasuruan 2021 – 2026  yaitu:    

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka 

lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan; 

2. Membangun Kota yang indah dan nyaman melalui konektifitas infrastruktur ekonomi dan sosial 

berkelanjutan; 

3. Memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang 

tangguh, serta jaminan pendidikan dan kesehatan yang merata, 

4. Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi 

yang adaptif. 

 

Dalam rumusan visi ”PASURUAN  KOTA MADINAH, “MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, 

HARMONIS WARGANYA””, ada 10 (sepuluh) program super prioritas RPJMD, yaitu : 

 

 

 

1. Pembukaan lapangan pekerjaan  

2. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif 

3. Pengembangan wisata terintegrasi (Religi, Heritage, Edukasi, dan Kampung Tematik) 

4. Bantuan modal usaha untuk perempuan kepala keluarga 

5. Revitalisasi BUMD dalam penguatan pendapatan daerah 

 

 

 

 

 

 

”PASURUAN  KOTA MADINAH, “MAJU EKONOMINYA, INDAH 

KOTANYA, HARMONIS WARGANYA” 

MAJU 

EKONOMINYA 

INDAH 

KOTANYA 
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6. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang ramah dan nyaman 

 

 

 

 

7. Pendidikan gratis berkualitas 

8. Kesehatan gratis, standarisasi faskes dan percepatan penanganan Covid 19 

9. Digitalisasi Layanan dan pemerintahan yang melayani 

10. Kemudahan layanan 1 pintu sehari mesti jadi 

 

Dinas Kominfotik mengampu misi Kepala Daerah yang ke IV yaitu Transformasi Layanan Publik Yang 

Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif. “SMART GO” adalah 

program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan terjemahan dari Digitalisasi 

Layanan dan Pemerintahan yang melayani atau Smart Government. 

Dalam mewujudkan program tersebut, Dinas Kominfo dan Statistik menyusun perencanaan 

pembangunan menggunakan Sinstem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 90 

Tahun 2019, dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Melalui Reformasi birokrasi diwujudkan 

pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) dan didukung penggunaan teknologi 

informasi. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. 

Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada  kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai 

dengan kompetensinya (the right man on the right place); penguatan kelembagaan dan tatalaksana 

pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta 

penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.  

Teknologi informasi yang mendukung pemerintahan yang baik dan bersih ini diimplementasikan dalam 

bentuk smartcity. Smartcity ini akan mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitasi 

pemerintahan serta memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 

Kota Pasuruan 2021-2026, yaitu Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi 

manajemen dan birokrasi yang adaptif. 

Berdasarkan Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Statitisik, serta Urusan Persandian yang 

diselenggarakan Dinas Kominfotik maka fungsi dan tugas Dinas Kominfotik terkait erat dengan pencapaian misi 

4 yaitu “Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan 

Birokrasi Yang Adaptif” 

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana pada tabel 3.2 berikut : 

HARMONI 

WARGANYA 
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TABEL 3.2 

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH 

VISI : Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kota, Harmonis Warganya” 

MISI 4 : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif 

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi 

Sasaran RPJMD : Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional 

Tujuan dan Indikator 
Tujuan Diskominfotik 

Sasaran dan Indikator 
Sasaran Diskominfotik 

Program 
Prioritas 

Identifikasi 
Permasalahan 

Faktor yang mempengaruhi 

Pendukung Penghambat 

  
 
 
 
Tujuan  
Integrasi Digitalisasi 
pada Pelayanan 
Publik 
 
 
 
 
 
Indikator : 
Persentase PD yang 
melakasanakan 
integrasi aplikasi 
  

Sasaran 1 
Meningkatkan  keterbukaan 
informasi dan komunikasi 
public  
Indikator :  
Indeks keterbukaan 
informasi publik 
  

 
 
 
 
 
 
 
(SMART GO)  
Digitalisasi 
Layanan dan 
Pemerintahan 
yang melayani 
(Smart 
Government) 

Belum optimalnya 
layanan informasi 
berbasis IT 

Kemajuan teknologi 
informasi 

Belum optimalnya 
pengelolaan teknologi 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Keinginan 
masyarakat 
memperoleh 
informasi 

Belum optimalnya 
pelayanan 
masayarakat berbasis 
teknologi informasi 

Sasaran 2 
Terwujudnya satu data 
pembangunan Kota 
Pasuruan 
Indikator  
Persentase data statistik 
yang terintegrasi 

Kurangnya 
ketersediaan data 
Statistik Sektoral 

Adanya kebijakan 
SDI dalam Perpres 
No. 39 tahun 2019 

Belum terstandarisasi 
nya data statistik 
sektoral  

Sasaran 3 
Meningkatnya maturitas 
implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 
Indikator : 
- Indeks tata kelola SPBE 

terhadap Nilai Indeks 
SPBE; 

- Indeks layanan SPBE 
terhadap Nilai Indeks 
SPBE 

Belum optimalnya 
implementasi system 
pemerintahan 
berbasis elektronik 
(SPBE) 

Pengembangan e-
Gov telah ada 
payung hukumnya 

Belum optimalnya 
penyelenggaraan e-
government 

 

 

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA 

 

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 

2021 – 2026 perlu dipertimbangkan apabila terjadi suatu masalah, faktor pendorong dan penghambat yang 

berdampak pada regulasi serta kebijakan terkait. Beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan Renstra 2021 – 2026 ditingkat kementrian, provinsi dan kota. 
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TABEL 3.3.1 

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Renstra Diskominfotik 

Kota Pasuruan 

Renstra Kementerian 

Kominfo 

Permasalahan 

Pelayanan Diskominfotik 

Faktor 

Penghambat 
Faktor Pendorong 

Tujuan  
Meningkatkan  keterbukaan 
informasi dan komunikasi 
public 
 Indikator :  
Indeks keterbukaan informasi 
public 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan informasi dan 
komunikasi publik 

Belum optimalnya layanan 
informasi publik 

Belum optimalnya 
pengelolaan teknologi 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Kemajuan teknologi 
informasi 

Sasaran 2 
Terwujudnya satu data 
pembangunan Kota 
Pasuruan 
Indikator  
Persentase data statistik 
yang terintegrasi 

Meningkatnya cakupan 
jaringan pita lebar yang cepat 
dan terjangkau; 

Kurangnya ketersediaan data 
Statistik Sektoral 

Belum terstandarisasi 
nya data statistik 
sektoral  

Adanya kebijakan SDI 
dalam Perpres No. 39 
tahun 2019 

Sasaran 3 
Meningkatnya maturitas 
implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 
Indikator : 
Indeks Maturitas Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik/SPBE 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik. 

Belum optimalnya 
implementasi system 
pemerintahan berbasis 
elektronoik (SPBE) 

Belum optimalnya 
penyelenggaraan e-
government 

Pengembangan e-
Gov telah ada payung 
hukumnya 

 

 

TABEL 3.3.2 

TELAAHAN RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Renstra Diskominfotik 

Kota Pasuruan 

Renstra Dinas Kominfo 

Propinsi 

Permasalahan 

Pelayanan Diskominfotik 

Faktor 

Penghambat 
Faktor Pendorong 

Tujuan  
Meningkatkan  keterbukaan 
informasi dan komunikasi 
public 
 Indikator :  
Indeks keterbukaan informasi 
public 

Mewujudkan Transparansi, 
Akses dan Data Sektoral 
dengan Memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pelayanan 
Publik 

Belum optimalnya layanan 
informasi publik 

Belum optimalnya 
pengelolaan 
teknologi 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Kemajuan teknologi 
informasi 

Sasaran 2 
Terwujudnya satu data 
pembangunan Kota 
Pasuruan 
Indikator  
Persentase data statistik 
yang terintegrasi 

Meningkatnya ketersediaan 
dokumen statistik yang 
terpercaya dan berkualitas 

Kurangnya ketersediaan data 
Statistik Sektoral 

Belum 
terstandarisasi 
nya data statistik 
sektoral  

Adanya kebijakan SDI 
dalam Perpres No. 39 
tahun 2019 

Sasaran 3 
Meningkatnya maturitas 
implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 
Indikator : 
Indeks Maturitas Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik/SPBE 

Meningkatnya Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam 
Transparansi, Akses, 
Interaktivitas Publik dan 
layanan infrastruktur di Jawa 
Timur 

Belum optimalnya 
implementasi system 
pemerintahan berbasis 
elektronoik (SPBE) 

Belum optimalnya 
penyelenggaraan 
e-government 

Pengembangan e-Gov 
telah ada payung 
hukumnya 
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3.4  TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS 

 

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, 

efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri 

kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai: 

a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta 

b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk 

mengarahkan lokasi kegiatan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

ruang kota. 

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi: 

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata 

ruang kota, dan rencana lainnya; 

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; 

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar 

pemangku kepentingan; 

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 

e. Penataan ruang  strategis kota. 

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang; 

b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan 

c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. 

 

TABEL 3.4 

TELAAHAN TATA RUANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI  

DINAS KOMINFOTIK 

Indikasi Program 

Pembangunan RTRW 
Lokasi 

Pengaruh terhadap 

Kebutuhan Pelayanan PD 

Permasalahan 

Pelayanan PD 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

            

            

            

 

 

NIHIL 
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan 

rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan 

kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

Perangkat Daerah di masa yang akan datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar. 

Isu strategis bagi Dinas Kominfo dan Statistik diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa 

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang 

dan ancaman bagi Dinas Kominfotik di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab 

di depan, maka permasalahan  di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan, yaitu : 

1. Belum optimalnya layanan informasi publik. 

2. Kurangnya ketersediaan data Statistik Sektoral  

3. Belum optimalnya implementasi system pemerintahan berbasis elektronoik (SPBE) 

 

Berikut adalah tabel isu strategis Dinas Kominfotik Kota Pasuruan berdasarkan permasalahan yang ada : 

 

TABEL 3.5 
ISU STRATEGIS DINAS KOMINFOTIK KOTA PASURUAN 

No. Permasalahan Isu Strategis 

1. Belum optimalnya layanan informasi publik Peningkatan publikasi aktivitas pemerintah daerah pada 

media cetak, media elektronik dan media social 

2. Kurangnya ketersediaan data Statistik Sektoral Peningkatan cakupan terintegrasi data sektoral untuk 

penyusunan statistik pembangunan 

3. Belum optimalnya implementasi system pemerintahan berbasis 

elektronoik (SPBE) 

Peningkatan infrastuktur teknologi informasi di seluruh 

perangkat daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 

 

RENSTRA 2021-2026  38 

 

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi 

rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Diskominfo dapat secara tepat mengetahui apa 

yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya 

dan kemampuan yang dimiliki. 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program 

Perangkat Daerah. 

Perumusan tujuan memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. 

Tujuan yang dirumuskan harus computable agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai 

secara obyektif dan terukur.   

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun 

dengan berpedoman pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Pasuruan tahun 2016 – 2021. Untuk tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dan Kominfo, 

2021-2026 adalah sebagai berikut 

 

TABEL 4.1 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

No Tujuan / Sasaran 
 

Indikator Tujuan / Sasaran 
Target Kinerja 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Tujuan 1 
Integrasi Digitalisasi pada 
Pelayanan Publik 

      

 Sasaran 1 
Meningkatnya keterbukaan 
informasi dan komunikasi publik 

Indeks keterbukaan informasi 
publik 

60 70 80 80 90 

 Sasaran 2 
Terwujudnya satu data 
pembangunan Kota Pasuruan 

Persentase data statistik yang 
terintegrasi 

60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 

 Sasaran 3 
Meningkatnya maturitas 
implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

Indeks tata kelola SPBE 
terhadap Nilai Indeks SPBE 

2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 

Indeks layanan SPBE terhadap 
Nilai Indeks SPBE 

2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

 

 Upaya pencapaian tujuan melalui strategi yang telah ditetapkan untuk memecahkan 

masalah, memerlukan suatu koridor agar penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. 

Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk urusan komunikasi 

dan informatika, urusan statistik serta urusan persandian untuk periode 2021 – 2026. 

 Strategi perencanaan pembangunan untuk urusan komunikasi dan informatika, urusan 

statistik serta urusan persandian diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dan 

dituangkan dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan. 

 Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi berupa kebijakan 

sebagaimana tabel berikut : 

TABEL 5.1 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

VISI : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya 

MISI 4 : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif 

SASARAN RPJMD : Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Integrasi Digitalisasi 

pada Pelayanan Publik 

Meningkatnya  keterbukaan 

informasi dan komunikasi 

publik (Indikator : Indeks 

keterbukaan informasi public) 

Meningkatkan penggunaan 

teknologi informasi dalam proses 

pembangunan serta pelayanan 

kepada masyarakat 

 

 

Membangun komunikasi aktif antara 

Pemerintah Kota Pasuruan dengan 

masyarakat  

 Terwujudnya satu data 

pembangunan Kota Pasuruan 

(Indikator : Persentase data 

statistik yang terintegrasi) 

Mewujudkan program satu data 

dengan membangun data base  

 Meningkatnya maturitas 

implementasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) (Indikator : 

1. Indeks tata kelola SPBE 

terhadap Nilai Indeks SPBE; 

2. Indeks layanan SPBE 

terhadap Nilai Indeks SPBE) 

Pembangunan dan pengembangan 

aplikasi pelayanan publik  
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Berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat 

disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas 

bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD 

setiap tahun. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berkontribusi setiap tahun dalam pencapaian target 

pembangunan di RPJMD. 

 

TABEL 5.2 

LINEARITAS ARAH KEBIJAKAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS KOMINFOTIK 

 

No. Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Membangun SMART Gov 

Kualitas Pelayanan Publik 

Membangun komunikasi aktif antara 

Pemerintah Kota Pasuruan dengan 

masyarakat  

√ √ √ √ √ √ 

Mewujudkan program satu data 

dengan membangun data base 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan dan pengembangan 

aplikasi pelayanan publik 

√ √ √ √ √ √ 

 

Penyusunan pemetaan waktu (time line) arah kebijakan diselaraskan dengan time line dalam RPJMD agar 

terjadi kesinambungan dalam pelaksanaannya. Berikut tabel pemetaan waktu Arah Kebijakan Renstra Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

TABEL 5.3 

PENYUSUNAN PEMETAAN WAKTU ARAH KEBIJAKAN 

 

No. Arah Kebijakan Renstra 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 

Membangun komunikasi aktif antara Pemerintah Kota 

Pasuruan dengan masyarakat 

√ √ √ √ √ √ 

Mewujudkan program satu data dengan membangun 

data base 

√ √ √ √   

Pembangunan dan pengembangan aplikasi pelayanan 

publik 

√ √ √ √   

 

 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

komunikasi dan informasi publik, teknologi informatika serta bidang statistik, persandian dan pengamanan 

informasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam mengawal program politis serta 

janji politis Walikota dan Wakil Walikota Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakannya sesuai 

tugas pokok dan fungsinya. Berikut tabel program dan janji politis yang diterjemahkan dalam program 

nomenklatur.  
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TABEL 5.4 
IDENTIFIKASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG JANJI POLITIS KEPALA DAERAH 

 

Program Politis Janji Politis 
Program 

Nomenklatur 
Kegiatan Sub Kegiatan Unit Kerja 

(SMART GO)  
Digitalisasi 

Layanan dan 
Pemerintahan yang 

melayani /Smart 
Government 

Membangun SMART  
Gov Kualitas  
Pelayanan Publik 

 

Program Aplikasi 
Informatika 

 

Pengelolaan e-
government di 
lingkup Pemerintah 
Daerah Kab/Kota 

Pengembangan 
aplikasi dan proses 
bisnis Pemerintah 
Daerah Berbasis 
Elektronik 

 

Dinas 

Komunikasi, 

Informatika 

dan Statistik 

 Membangun respon  
cepat keluhan  
masyarakat (e-  
sambat), kepastian  
ditangani dengan  
SOP 

 

Program Informasi 
Dan Komunikasi 
Publik 

Pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Kab./Kota 

Penyelenggaraan 
hubungan 
masyarakat, media 
dan kemitraan  

Internet Gratis 
seluruh  RW dan 
Infrastruktur  Digital 
(Fiber Optik  seluruh 
wilayah 

 

Program Aplikasi 
Informatika 
 

Pengelolaan nama 
domain yang telah 
di tetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan sub domain di 
lingkup Pemerintah 
Daerah Kab/Kota 

Penyelenggaraan 
sistim jaringan intra 
pemerintah daerah 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

 

Berdasarkan Strategi dan arah Kebijakan 

yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah 

program dan kegiatan sehingga terbentuk kerangka 

rencana kerja yang sistematis antara visi dan misi, 

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.  

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Pasuruan berorientasi terhadap sasaran 

yang diharapkan dapat dicapai dalam periode tahun 2021 - 2026, rencana program tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik  

3. Program Aplikasi Informatika  

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  

 

Kebijakan yang telah tersusun akan dijabarkan ke dalam program-program, selanjutnya program akan 

diwujudkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai  suatu actions plan. Sehingga akan terbentuk kerangka 

rencana kerja yang sistematis diantara visi dan misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam 

mendorong percepatan pembangunan, terdapat pada lampiran pada Tabel 6.1 antara lain : 

 

BAB VI   berisi : 

Rencana Program dan Kegiatan Serta 

Pendanaan Perangkat Daerah 
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TABEL 6.1 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

TAHUN 2021 – 2026 
 

Tujuan Sasaran Kode Program dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran,Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 
(2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kinerja Pada Akhir Periode 

(2026) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Target  Rp  Target Rp Target Rp Targe
t Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  2.16.01.2 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
kebutuhan 
penunjang 
pemerintahan 
yang terfasilitasi 

85 90 765.599.710 90 642.452.486 90 661.749.985 90 672.012.464 90 709.205.260 90 721.850.5
65 

90 3.407.270.760 

  2.16.01.2..01 Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

 Persentase 
dokumen 
perencanaan dan 
laporan evaluasi 
kinerja yang 
tersusun tepat 
waktu 

 
70 

70 57.521.780 
 

70 19.664.230 80 21.665.330 80 25.220.879 80 27.392.780 80 29.226.99
0 

80 180.691.989 

  2.16.01.2.02 Kegiatan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
laporan keuangan 
yang tersusun 
tepat waktu 

70 70 3.479.671.526 70 3.729.249.946 
 

80 3.729.249.946 80 3.729.249.946 80 3.729.249.946 80 3.729.249.
946 

80 3.729.249.946 

  2.16.01.2.03 Kegiatan 
Administrasi 
barang milik 
daerah pada 
perangkat 
daerah 

Persentase 
laporan barang 
milik daerah yang 
tersusun tepat 
waktu 

70 70 62.931.840 70 61.097.850 70 63.302.543 70 67.671.920 70 69.992.210 70 73.487.11
0 

70 398.483.473 
 

  2.16.01.2.05 Kegiatan 
Administrasi 
kepegawaian 
perangkat 
daerah 

Persentase SDM 
aparatur yang 
meningkat 
kompetensinya 

70 70 74.872.060 70 2.830.254.150 70 77.982.610 70 79.650.296 70 82.440.760 70 84.410.28
9 

70 3.229.610.165 

  2.16.01.2.06 Kegiatan 
Administrasi 
umum perangkat 
daerah 

 Persentase 
terpenuhinya 
layanan 
administrasi 
perkantoran 

70 70 141.189.750 70 121.778.740 85 142.864.338 85 144.761.410 85 145.931.220 85 147.282.6
60 

85 843.808.118 

  2.16.01.2.07 Kegiatan 
Pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

 Persentase 
terpenuhinya 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
 

70 70 75.566.700 70 23.200.200 85 25.500.500 85 27.910.910 85 29.510.110 85 31.260.72
0 

85 212.949.140 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran,Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 
(2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kinerja Pada Akhir Periode 

(2026) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Target  Rp  Target Rp Target Rp Targe
t Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  2.16.01.2.08 Kegiatan 
Penyediaan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

 Persentase 
terpenuhinya jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 

70 
 
 
 

70 307.351.443 70 315.041.831 85 316.402.019 85 317.709.200 85 318.203.900 85 319.001.8
00 

85 1.893.710.193 

  

2.16.01.2.09 Kegiatan 
Pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

 Persentase 
barang milik 
daerah yang 
terpelihara 

70 70 146.125.435  70 192.094.858 70 202.095.700 70 206.280.000 70 300.541.110 70 304.231.0
00 

70 1.351.368.103 

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                  

Meningkatka
n cakupan 

akses 
informasi 

publik 

Meningkatnya  
keterbukaan 
informasi dan 
komunikasi 
publik 

2.16.02.2 Program 
Informasi Dan 
Komunikasi 
Publik 

Persentase 
Informasi PD yang 
di unggah 

40 40 550.701.100 60 342.842.451 70 353.140.491 80 458.617.026 80 378.464.827 90 385.212.9
49 

90 1.918.277.744 

    Persentase 
informasi yang 
dipublikasikan 
melalui media 

70 70 5.573.709.470 90 4.136.610.279 90 4.260.862.626 90 4.326.940.476 90 4.666.416.707 90 4.847.837.
047 

90 22.238.667.135 

    Persentase 
informasi berbasis 
msyarakat yang 
dibina 

45 45 85 85 85 85 85 85 

  2.16.02.01 Kegiatan 
Pengelolaan 
Informasi dan 
komunikasi 
public 
Pemerintah 
Daerah Kab/Kota 

Persentase 
informasi 
pembangunan 
yang 
dipublikasikan 
melalui media 
massa tepat 
waktu 

60 60 6.124.410.570 70 4.479.452.730 75 4.614.003.117 80 4.785.557.502 85 5.044.881.534 90 5.233.049.
996 

90 24.156.944.879 

  2.16.03 Program Aplikasi 
Informatika 

Persentase 
Peningkatan 
Aplikasi yang 
terintegrasi 

5 5 3.083.125.672 7 2.388.438.174 10 2.454.653.408 12 2.989.866.910 15 3.107.486.025 17 3.260.875.
683 

17 14.201.320.200 

    Persentase 
layanan jaringan 
yang 
ditindaklanjuti 

100 100 100 100 100 100 100 100 

    Persentase 
pengamanan 
informasi dan 
dokumen publik 
 

85 85 85 85 85 85 85 85 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran,Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 
(2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kinerja Pada Akhir Periode 

(2026) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Target  Rp  Target Rp Target Rp Targe
t Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

2.16.03.2.01 Kegiatan 
Pengelolaan 
nama domain 
yang telah 
ditetapkan oleh 
pemerintah pusat 
dan sub domain 
di lingkup 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/kota 
 

Persentase 
pengaduan 
kerusakan 
jaringan internet 
dan server yang 
ditindaklanjuti 
sesuai SOP 

100 100 5.022.977.620 70 8.659.113.829 75 8.959.233.820 80 9.159.110.809 85 9.459.105.819 90 9.609.145.
878 

90 9.609.145.878 

  

2.16.03.2.02 Kegiatan 
Pengelolaan e-
government  di 
lingkup 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/kota  

Persentase 
ketercapaian 
pengelolaan e-
government di 
lingkup 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
 

70 70 550.701.100 70 435.756.400 75 475.756.420 80 515.706.413 85 575.816.322 90 595.976.6
00 

90 595.976.600 

URUSAN STATISTIK                  

Integrasi 
Digitalisasi 
pada 
Pelayanan 
Publik 

Terwujudnya 
satu data 
pembanguna
n Kota 
Pasuruan 

2.20.02 Program 
Penyelenggaraa
n Statistik 
Sektoral 

Persentase data 
statistik sektoral 
yang d publikasi 

60 60 167.942.220 65 172.572.070 70 177.755.658 75 180.512.309 80 190.502.834 80 193.899.5
47 

80 915.242.418 

  2.20.02.2.01 Kegiatan 
Penyeleng 
garaan statistik 
sektoral di 
lingkup daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah jenis data 
yang disusun 
dalam data pokok 
pembangunan 
daerah 

33 33 167.942.220 33 643.359.730 33 177.755.658 33 180.512.309 33 190.502.834 33 193.899.5
47 

33 915.242.418 

Jumlah jenis data 
yang disusun 
dalam profi 
pembangunan 
daerah 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Persentase data 
statistik sektoral 
yang di unggah di 
website 
 

50 50 55 60 65 70 75 75 

URUSAN PERSANDIAN                  

Integrasi 
Digitalisasi 

pada 
Pelayanan 

Publik 

Meningkatnya 
maturitas 

implementasi 
Sistem 

Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

(SPBE) 

2.21.02 Program 
Penyelenggaraa
n Persandian 
Untuk 
Pengamanan 
Informasi 

Persentase 
layanan 
keamanan 
informasi dan 
persandian 

0 0 0 5 107.587.965 6 110.819.610 8 112.538.211 9 118.766.682 10 120.884.3
22 

10 570.596.790 
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Tujuan Sasaran Kode Program dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran,Program 
(outcome) dan 

Kegiatan (output) 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 
(2020) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kinerja Pada Akhir 

Periode (2026) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Target  Rp  Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  2.21.02.2.01 Kegiatan 
Penyeleng 
garaan 
Persandian untuk 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah aplikasi 
yang tersertifikasi 
elektronik di 
lingkungan 
pemerintah 
daerah 

 0 0 
 

2 89.407.780 6 110.819.610 8 112.538.211 9 118.766.682 10 120.884.322 10 570.596.790 
 

Jumlah peserta 
bimtek pelatihan 

 0 1 1 1 1 1 1 

Jumlah peserta 
sertifikasi 
keamanan 
informasi 

 0 1 1 1 1 1 1 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara 

kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 

keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan 

tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau 

kegiatan. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan adalah 

indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam 5 (lima) tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026.   

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada Tabel 7.1, Berikut ini : 

Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang mengacu  

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

NO. INDIKATOR 

KONDISI KINERJA 
PADA AWAL 

PERIODE RPJMD 
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR 
PERIODE RPJMD 

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 

1 Indeks keterbukaan informasi publik 50 60 70 80 80 90 90 

2 Persentase data statistik yang terintegrasi 60 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 80 % 

3 
Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai 
Indeks SPBE 

2.20 2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 2.90 

4 
Indeks layanan SPBE terhadap Nilai 
Indeks SPBE 

2.80 2.60 2.70 2.80 2.85 2.90 2.90 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah Kota Pasuruan 2021–

2026, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Pasuruan Tahun 2021–2026. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan 

perencanaan pembangunan, yang difasilitasi oleh kerangka anggaran APBD Kota Pasuruan. Sekaligus 

bermanfaat untuk mengevaluasi hasil-hasil  kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah 

dilaksanakan. 

Prioritas program/kegiatan yang telah di susun berdasarkan relevansi materi RPJMD Kota 

Pasuruan 2021-2026, diutamakan fasilitasi melalui kerangka anggaran maupun kerangka kebijakan, di 

samping itu kegiatan non prioritas atau kegiatan reguler tetap dialokasikan untuk mendukung percepatan 

program/kegiatan yang telah diprioritaskan. Prioritas kegiatan di susun berdasarkan sensitivitas sasaran 

sektor maupun kontribusinya terhadap capaian kinerja. 

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra  ini harus bisa dicapai dan dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat 

langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan 

organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus 

dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

serta kebijakan dan prosedur yang tepat. 

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan ini dapat 

diimplementasikan sesuai dengan tahapan–tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka 

mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Pasuruan yang informatif, mandiri dan 

beretika melalui Komunikasi dan Informatika. 

 


